
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR Ii* TAHUN 20/21

TENTANG

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
MELALUI PEYIAPAN KADER POTENSIAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I{ABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang : a.

Mengingat

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan

kualitas sumber Daya Manusia Pegawai Negeri sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta

memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, maka guna

mendapatkan pejabat yang memenuhi Kompetensi, Kualifikasi

dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan serta memiliki

integritas, perlu melalui penyiapan kader potensial;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil dan guna

penyiapan Kader potensial untuk pengisian jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas, menggunakan Talent

scouting sehingga didapatkan Kader Potensial (TaLerrt Pool);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati;

C.

: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan

Pembentukan Daerah Tingkat III Kalimantan (Lembararl Negara

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai undang-

undang (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 7820);
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2. Undang-undangNomor5Tahun2oL4tentangAparaturSipil
Negara(LembaranRepubliklndonesiaTahun2ol4Nomor
6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;

Undang-UndangNomor23Tahun2ol4tentangPemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepubliklnd'onesiaTahun2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23Tahun2oo4

tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik
Ind.onesiaTahun2oTsNomor58,TambahanLembaranNegara

Republik Indonesia Nomor 5679);

peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

ManajemenNegeriSipil(LembaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun 2Ot7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6o3fi;
peraturan Mentrir Dalam l\egeri Noor 8O Tahun 2015 tentang

pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun ri2015.Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
- on rIa^L,,- Onl r

dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor t57);

6. Peratura.n Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3

Tahun2016PembentukandanSrrsrrnanPerangkat
Daerah Kabupat"r,' B'tito Selatan (Lernbaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Takrun 2A16 Nornor 3'

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan

Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURANBUPATITENTANGPENGISIANJABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN

KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BARITO SELATAN.

.J.

4.

5.

Menetapkan i
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BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urulsan

pemerintahanolehpemerintahdaerahdanDewanPerwakilan

RakyatDaerahmenurutazasotonomidantugaspembatuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945'

2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan'

3. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan'

4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan'

5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Barito

Selatan.

Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan'

egawaian Pengemban*",' 
:',lber 

Daya Manusia 
-]:::

selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaran

Pengembangan Sum-ber, Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan'

)endapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran I Pendapatan dan Belanja Daerah

ng selanjutnya disingkat ASN adalahg. Aparatur SiPil Nega'ra Ya'

profesi bagi Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja pada instansi pemerintah'

10. promosi Jabatan adarah proses pengangkatan ke dalam

jabatan Yang lebih tinggi'

11. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke

jabatan lain yang setara sesuai dengan jenjang eselon'

12. Pegawai Negeri sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negaralndonesiayangmemenuhisyarattertentu,diangkat
sebagaipegawaiASNSeca.ratetapolehPejabatPembina
Kepegawaian untuk memenduduki jabatan pemerintahan'

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan

fungsi,tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak seorang

PegawaiNegeriSipilNegaradalamsuatusatuanorganisasi.

14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
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fungsidantugasberkaitandenganpelayananpublikserta
administrasi pemerintahan dan pembangunan'

15. Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai ASN yang

bertanggungjawabmemimpinpelaksananseluruhkegiatan
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan'

16. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN yang

bertanggungjawabmengendalikanpelaksanaankegiatan
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana'

17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yg

bertanggungjawabmelaksanakankegiatanpelayananpublik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan'

1g. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsionai yang

berdasarkanpadakeahliandanketerampilantertentu.
I r --^.^

lg " pejabat pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyal

kewenangan menetapkan Ot:*:"gkatan'pemindahan'dan

pemberhentian pegawai 'aP&ratur 
.sinit 

negara O"" 
::*:inaan

manajemen aparatur sipil negara diinstansi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perun{eng 
.":0""*.":'

20. pejabat yang berwenang . adalah pejabat yang mempunyai

kewenanganmelaksanakanprosespengangkatan,pemindahan

dan pemberhentian Pegawai ARaratul sipil Negara sesuai dengan

ldang- undangan'ketentuan Peraturan Perul

21. Pejabat administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yg

menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah'

22. Talent Scouting adalah sesuatu kegiatan penilaian dalam rangka

penelusuran potensi,kompetensi,dan kualifikasi lain yang

dibutuhkangunamendapatkanPegawaiNegeriSipilyang
potensialmendud'ukiJabatanAdministratordanJabatan
Pengawas.

2g. Kader Potensial adalah Pegawai Negeri Sipil potensial hasil dari

pelaksanaanpenyiapankaderpotensialmenggunakanTalent

scoutirug untuk pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan

Pengawas.

24.KelompokKaderPotensialyangselanjutnyadisebutTalentPool
adalahkelompokPNSpotensialhasilpenyiapankaderpotensial

menggunakanTalentScoutingsebagaikandidatyangdapat
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dipertimbangkan umtuk dipromosikan dalam Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas'

25.PenilaianPotensidanKompetensiadalahproseduryang
distandarisasikan untuk megukur potensi dan kompetensi

pegawai.

26.KompetensiTeknisadalahpengetahtlan,keterampilandan
sikap/perilakuyangdapatdiamati,diukurdandikembangkan
yang spasifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan'

2T.Kompetensimanajerialadalahpengetahlfan,keterampilan,dan
sikap/perilakuyangdapatdiamati'diukur'dikembangkanuntuk

memimp in d'an I atau mengelola unit organisasi'

2g. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahltan, keterampilan,

dan sikap/perilaku yqflg d"e:t diamati'diukur dan

dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan

masyarakat rnajemuk dalam h1l "*T:' suku' dan budaya'

perilakuwawasankebErlgsaan,etika"tnlnilaimoral'emosidan
prinsip, yang: harus'dipenulri oleh setiap pemegang jabatan

untuk memperotehttrasit -]i sesuia ddengan peran, fungsi dan

29. Tim Penilai Kinerjii.yangselanjutnya yang disebut TPK adalah Tim

yang dibentrrk oleh,,,Bupati untuk memberikan pertimbangan

kepadapejabat.Pembinal<epegawarandalampengangkatart,

pemindahan'dan.pemberhentiandalamdandariJabatan
Administrasi.

30. Sistem Merit :adalah kebijaken dan manajemen ASN yang

berd-asarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil

dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,

warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan

ttmltr, atau kondisi kecacatan'

Pasal 2

peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman

dalamrangkapelaksanaanpromosidanmutasidalamJabatan
Administrator dan Jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah

Daerah.
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Pasal 3

PenyiapankaderpotensialuntukmengisiJabatanAdministratordan

JabatanPengawasdilingkunganPemerintahKabupatenBrebes
bertujuan mendapatkan kader potensial yang mempunyai potensi dan

kompetensi untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan

pengawas.

(1)

(2\

Pasal 4

Penyiapan kader potensial menggunakan Talent Scouting'

TalentScoutingd.alamJabatanAdministratordanJabatan
PengawasotoerlakukanbagiPNSyarrgmemenuhipersyaratandi

lingkungan Pemerintah Daerah'

Talent ScouttW sebagaimana 
. 

dimaksu.d pada ayat (1)

digunakan untuk ,menelusuri 
potensi' kompetensi' dan

kualifikasi Pada PNs sebagai bahan pertimbangan dalam

pen gi sian Jabatan'Adininistrato r dan J abatan Pengawas'

Hasil Talent Scouting sebagqlmana dimat<lua pada ayat (1) akan

menjadidatakompelensi,FNsyangtersimpandalamDatabase
Talent Pool-

promosi dan Muir.*i'1dfu"'Jr'bu"tu-r1 Administator dan Jabatan

Pengawasdilakukanberdasarkanperbandinganobyektifantata

m.tifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta kebutuhan

n gender, suku, agama, ras, dan

golongan.

(3)

(4)

(s)

PenyiaPan

Jabatan

organisasi.

Pasal 5

kader Potensial dalam

Pengawas dilaksanakan

Jabatan Administrator dan

sesuai dengan kebutuhan

Pasal 6

(1)Untukmelaksanakanpenyiapankaderpotensialsebagaidibuat
dalam Pasal 5, dibentuk Tim dan Sekretariat Pelaksana Talent

Scouting melalui Keputusan Bupati'
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(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Penasehat dan Pengarah;
b. Tim Pelaksana Talent Scouhng;

c. Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial; dan

d. Penilai Eksternal'
(3)Gunamembantutugastimpelaksanatalentscouting

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibentukSekretariatTim
Pelaksan a Talent Scouting;

(4) Tim pelaksana Talent scouting dan sekretariat tim pelaksana

Tarent scoutingsebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 7

dan Pengarah penyiapan kader potensial(1) Penasehat

sebagaimanadimaksudd.alamPasal6ayat(2)hurufa,terdiri

a. BuPati selaku PenaSeh{; dan

Bupati .selakr; Pengarah.

(z\TimPelaksanaTatentscoutingsebagaimanadimaksuddalam
:diri dari:Pasal 6 aYat (2) huruf b, tet

a. Sekretaris Daerah ,dan,.'..-' Administrasi danb. Pejabat dari ,ul1sur pengawasan'

KePegawaian Daerah'
I - 'ajerial(3) Pelaksana penilaian potensi dan kompetensr man

sebagaimana dimaksud'datam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah

Ldepend.ent d,anl atau Lembaga assessment center'

(4) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf d , berasal dari :

a. Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi; dan

b. Tokoh Masyarakat/profesional/pakar'

(5) Sekretariat Tim Pelaksan a Talent scouting sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas unsur :

a. Kepala BKPSDM selaku penanggung jawab;

b. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

selaku ketua;

c. Kepala sub Bidang Jabatan selaku kordinator teknis; dan

d. Anggota berasal dari PNS pada BKPSDM yang ditunjuk'

(6) Ttrgas Penasehat d.an Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1)adalahmemberikanarahandanmelakukanmonitoring
terhad.ap peraksanaan selur-uh tahapan penyiapan kader

potensial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di

lingkungan Pemerintah Daerah'

(7\T\rgasTimPelaksanaTalentScoutingsebagaimanadimaksud
dalam Pasal 7 aYat (2) adalah :

a.melakukanpersiapanpelaksanaTalentscouting;

b.menetapkancalonpesertayanglulusseleksiadministrasi;

c.melakukanmonitoringterhadappelaksanaanpenilaian
potensi dan kompetensi manajerial yang dilakukan oleh

assessor indep endent f Lembaga Assessme nt center'

d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian

kompetensiteknisyangdilakukanolehpenilaieksternal;
dan

e.melaporkanhasilpelaksanaanTalentscoutingyaitu
peserta yang rn4suk dalam Daftar Kelompok Kader

potensial (Talent: io"i berdasarkan nilai kumulatif dari nilai
:' -.anajerial dengan Nilai

penilaian potensi' dan Kompetensr m

Penilaian KomPetensi Tieknis'

(s) Tugas pelaksanalpenilaran potensi dan kompetensi manajerial

sebagaimana.d.imaks.udpadaayut(3)adalahmelaksanakan
penilaianpotensidankompetensimanajerialpesertaTalent
Scouting.

(9)T\rgasPenilaiEksternalsebagaimanadimaksudpadaayat(4)
adalah membantu Tim Pelaksan a Talent scouting melaksanakan

penilaianKompetensiTeknis,dankompetensisosialkultural
yangdilakukandenganmetodeujigagasantertulis(Problem
Anatgsis).

(10) sekretariat tim pelaksana Talent scouting sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) mempunyai tugas membantu Tim pelaksana Talent

Scoutingd'alammelaksanakantahapanpersiapanpelaksanaan

Talent scouting ,seleksi administrasi, penilaian potensi dan

kompetensi,penilaiankompetensiteknisdanpelaporanhasil
TalentScouting(KelompokKaderPotensiallTalentPoo[).

Pasal 8

(1) Untuk memberikan pertimbangall dalam penataan Jabatan
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Administrator dan Jabatan Pengawas' dibentuk TPK yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah selaku ketua;

b. Sekretaris BKPSDM selaku Sekretaris;

c. KePaIa BKPSDM selaku anggota;

d. Inspektur Daerah selaku anggota; dan

e.AsistenPemerintahandanKesraselakuanggota;

(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a.memberikanpertimbangankepadaBupatidalampenataan
JabatannAdministrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan

Talent Paol;

b. memberikan pertimbangan terkai: dengan promosi dan

mutasidararnJabatanAdministratordanJabatan
Pengawas';dan :,,' ; ;;',

c. melaksanakal 'tugas']arn 
'""* 

diberikan oleh Bupati

sesuai denga*,Peratura : perundang- undangan'

(4) Guna membantu trrgz.s TPK sebagaimana d'imaksud pada ayat (1)

berjumlah ganjil,
12)

BAB II
TAIJ;NT SCOUTING

JABATANADMINIST'RAT..oRDAnJABATAI{PENGAUIAS

(1)

Bagian Kesatu
Pelaksaaaan

Pasal 9

Talent Scouting bagr PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah

dilaksanakan sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah'

Talent scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi

jabatan.

(2)
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Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 1O

(1) Untuk dapat mengikuti Talent Scouting Jabatan Administrator

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. berstatus PNS Aktif Pemerintah Daerah;

b.mempunyaipengalamanpadaJabatanPengawasSecara
kumulatifpalingsingkat3(tiga)tahunatauJabatan
Fungsional jenjang Ahli Muda dan sudah III/d ;

c. memiliki kualifikasi dan tingkat paling rendah Sarjana atau

DiPloma IV;

d. menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan

ruallg III/d , 
.

e. setiap urr€ur penilaian'prestasi kerja paling kurang bernilai

baik d.alarn' 2 (dual ,tatrun teraklrir;

f. tidak sedang menjalaqi pemeriksaan dugaan pelanggaran

n 'otq'rr.:neiins.,s tahun setelah selesaidisiplin atau,,pding'.singkat 1 I (satu)

menjalani huhman disiplin tingkat sedang atau berat;

g. sehat jelsmaai,,dan,,,,r,qhani .yang dibuktikan dari surat

keterangan s9$,dari dokter pemerintah; dan

h. melampirkan pefnlrataan berintegritas, ditandatangani oleh

yang':bersanglr-u@n bermaterai Rp. 1O.OO0,- dan diketahui

oleh PimPinan Perangkat Daerah'

t2l untuk dapat mengiku.ti Talent scouting Jabatan Pengawas

nenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. berstatus PNS Aktif Pemerintah Daerah;

b.mempunyaipengalamanpadajabatanpelaksanapaling
singkat 4 (empat) tahun, sedang menduduki jabatan

fungsional jenjang Ahli Muda dan sudah llllc1'

c. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah

Diploma III atau Yang setara;

d. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I

golongan ruang llllb1,

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran

disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai
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menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

sehat jasmani dan rohani; dan

melampirkanpernyataanberintegritas,ditandatanganioleh
yang bersangkutan bermaterai Rp'1O'0OO'- dan diketahui

oleh PimPinan Perangkat Daerah'

Bagian Ketiga
Tata Cara To;lent Scouting

Pasal 11

Tahapan Talent Scouting Jabatan Administrator

Pengawas, meliPuti

a. pengumuman;

b. pendaftaran;

d. penilaian potensial dan kosnpetensi manajerial;

e. penilaian kompetensi,t ,'dan kompetensi sosial

f. hasil talettt sc:anting:dL pelaporan'

dan Jabatan

kultural;dan

(1)

(2)

(3)

Pa-rag;af t'
,.,I pengpmuman

:'

untuk memberikan. pemahaman dan meningkatkan minat serta

engikuti Talent Scouting daPat
motivasi bagi PNS untuk m

dilakukan sosialisasi'

Talent scouttng Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

diumumkan secara resmi melalui surat edaran d.an website resmi

BKPSDM.

Pengumuman Paling kurang memuat ;

a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata

cara Pendaftaran1,

b. tahaPan Talent Scouting; dan

c. ketentuan lain-lain'
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{2)

(3)
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Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 13

pendaftaran dilakukan oleh PNS pada waktu dan tempat yang

telah ditentukan dengan mengirimkan berkas persyaratan

mengiku tt talent scouting kepada tim pelaksana Talent sauting

atau dengan melalui usebsite resmi BKPSDM'

KepalaPerangkatDaerahmemberikanrekomendasikepadaPNS

yang memenuhi syarat untuk mengikutr Talent Scouting'

Pesertayangmelakukanpendaftaranmelaluiutebsiteresmi
BKPSDM wajib mengirimkan berkas persyaratan untuk

dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Seteksi,Administrasi

Pasal 14

seleksi Adr,ninistrasi dilakukan d.engan mengidenti{ikasi data PNS
-,:,I,.-'. ,'.'.. l. ','I ]G dan kelengkapan Persyaratanyang terintegrasi dalam SIMPE

Identifikasidata.P'NSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
rja' usia' Pendidikan formal'meliputi Pangkat, masa ''ke'

pengalaman dan rnisa jabatan, Pendidikan dan pelatihan serta

hukuman disiPlin.

Hasil Seleksi Administrasi diumumkan secara resmi melalui

suratedaranataumelaluiwebsiteresmiBKPSDM.
pNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak

mengikuti tahaPan berikutnYa'

Paragraf 4

Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial

(1)

(2\

(3)

(4)

Pasal 15

Penilaian Potensi dan

penelusuran Potensi dan

komPetensi manajerial meliPuti

kompetensi manajerial yang dimiliki
(1)
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oleh PNS yang pelaksanaannya dilakukan oleh assessor

ind,ependentataulembaga@ssessmentcenterpadawaktudan

tempat Yang telah ditentukan'

Kriteria penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan

kriteriamemenuhisyarat,masihmemenuhisyaratdankurang
memenuhi sYarat.

PNS dengan perolehan Nilai yang masuk dalam kriteria

memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat dapat mengikuti

tahapan Penilaian berikutnYa'

PNS dengan perolehan Nilai yang masuk dalam kriteria

Kurang Memenuhi Syarat tidak dapat mengikuti tahapan

penilaian berikutnYa.

Paragraf 5

letensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural

:Pasal 16

-rna mengukurPenilaian Kompetensi Teknis dilakukan gt

kemampuan' pengetahuan, keterampilan' dan sikap atau

perilaku setiap peserta yang spesi{ik berkaitan dengan bidang

atau teknis jabatan.

penilaian Kompetensi Teknis dilakukan dengan metode uji

gagasan tertulis yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang

pelaksanaan Uji gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan oleh Penilai Eksternal'

Tata cara penulisan dalam uji gagasan tertulis dapat

ditentukan oleh Tim Pelaksana Talent scouting.

Hasilujigagasantertulisdiberlakukandenganpembobotannilai

kuantitatif.

Pasal 17

(1) Penilaian Kompetensi sosial Kultural dilakukan guna mengukur

kemampuanpengetahuan,keterampilandansikapatauperilaku

yangdapatdiamati,diukurdandikembangkanterkaitdengan
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal

(2)

(3)

(4)

(1)

(21

(3)

(41

(s)



(21

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(6)
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agama, suku dan budaya, perilaku wawasan

kebangsaan,etika,nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang

harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh

hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh penilai eksternal.

Pengisian Jabatan didasarkan pada hasil Talent Scouting

dengan menggunakan kategori hasil penilaian yang terdiri dari :

a. memenuhi sYarat;

b. masih memenuhi sYarat; dan

c. kurang memenuhi sYarat.

Kategori nilai memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a apabila mencapai prosentase lebih dari atau

sama dengan B0 (delaPan Puluh).

Kategori nilai masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf,,,b,,,,aPabila mencapai prosentase dengan

rentang nilai lebih dari iatau sama dengan 68 (enam puluh

delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh)'

Kategori nilai kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c apabila mencapai prosentase di bawah 68

(enam puluh delaPan).

Paragraf 6

Hasil Tqlent Scouting dan Pelaporan

Pasal 18

Hasil Talent Scouting merupakan jumlah kumulatif dari

keseluruhan Nilai yang diperoleh dari Nilai penilaian potensi dan

kompetensi manajerial dengan Nilai penilaian kompetensi teknis

dan Sosial Kultural.

Hasil Talent scouting diberlakukan pembobotan nilai kualitatif

dengan proporsi :

a. nilai potensi dan kompetensi manajerial sebesar 5Oo/o; dan

b. nilai kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural 5Oo/o.

Peserta Talent Scouting dinyatakan lulus apabila memenuhi

jumlah kumulatif dengan Nilai Ambang Batas (Pa'ssing gradel

sekurang- kurangnya 68 (enam puluh delapan)'

(3)



(41

(s)
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hasil akhir pelaksanaan Talent Scouting dilaporkan oleh ketua

Tim Pelaksana Talent Scouting kepada Bupati.

pNS yang dinyatakan tidak iulus diberikan kesempatan

untuk mengikuti Talent Scouting pada kesempatan berikutnya.

Bagian Keempat

penetapan Daftar kelompok Kader Potensial (Talcnt, Pwl)

(1)

(21

Pasal 19

PNS yang telah lulus Talent Scouting dinyatakan sebagai kader

potensial dan dimasukkan dalam Daftar Kelompok Kader

Potensial lTatent Poo\.

PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam

Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Poot) sebagaimana

yang dimaksud pada ayat': (1) selanjutnya ditetapkan dengan

Keputusan Bupati. :,. . : :

Pasal 21

Penetapan Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 ayat (2) berlaku selama 3

(tiga) tahun.

Apabila masa berlaku Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent

Poot) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan

PNS yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan

kesempatan untuk mengikuti Talerut Seouting kembali.

(3) PNS yang dinya :]ulus talent scouting ditetapkan dalam

Daftar Kelompok'Kad'er ktensial (Talent PooI) dan diumumkan

Secara t s*i den$an Sur-aq4darafl,atau melalui website resmi

BKPSDM.

, Pasil 2A

Daftar Kelompok Kader Potensial $alent fuot) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat , t2) disampaikan kepada Kepala Perangkat
a.

Daerah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

(U

(2\
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BAB III

PROMOSI, MUTASI, PENETAPAN

DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN/ PELANTII(AN

Bagian Kesatu

Promosi

Pasal22

(1) Promosi ke dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi mengacu pada

kekosongan jabatan.

(2) PNS yang dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Administrator

dan Jabatan Pengawas l1in "It ^r""g 
masuk dalam Daftar

Kelompok Kader Potensial (Talent Poot)'

Pasal 23
. '"

Tata cara pelaksanaan Promosi meliputi :

a. mengacu pada kekosonganljabatan yang ada pada Perangkat

Daerah,KepalaPerangkatDaerahmengusulkanPNSyangakan
strator atau Jabatandipromosikan ke 'dalarn Jabatan Adminir

PengawaskepadaSekretalisDaerahdanKepalaBKPSDM.

b. usulan promosi Plis sebagaimana dimaksud pada huruf a

adalah PNS yang telah lolos Talent Scouting dan masuk dalam

Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Poot)'

c. Dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam rapat TPK terhadap

usulanKepalaPerangkatDaerahdenganmempertimbangkan

penilaian kinerja, kesesuaian kualifikasi, kompetensi,

pelanggarandisiplindand.atakepegawaiandalamSIMPEG.

d. Hasil rapat TPK dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan

PNSsejumlah3(tiga)orangperkekosonganjabatanyangdapat

dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan

Administrator atau Jabatan pengawas, disertai Berita Acara

sidang untuk mendapatkan penetapan Bupati'

e. Bupati menetapkan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang PNS

sebagaimanadimaksud'padahurufd,yangakandipromosikan

ke dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas dengan

memPerhatikan Pertimbangan TPK'



{1)

(2)

(s)
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Bagian Kedua

Mutasi

Pasal24

Mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas

dilaksanakan berdasarkan perbandingan obyektif antara

kualifikasi, kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja.

Mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan organisasi.

Administrator dan Pengawas yang telah menduduki jabatan 5

(lima) tahun dapat diperpanjang dalam jabatan yang diduduki

berdasarkan . pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan

berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan

persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 25
t: :.

Tata cara pelaksanaan mutasijabatan meliputi :

a. Kepala Perangkat Daerah . mengusulkan PNS yang akan

dimutasi dengan:',pertimbdgatt kuali{ikasi, kompetensi, dan
.t . Ipenlialan xinerja,',serta,...1Amanya dalam menduduki jabatan

kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris daerah dan

Kepala BKPSDM;

b. Usulan Kepala Perangkat Daerah kemudian diverifikasi dalam

rapat Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan

perbandingan obyektif antara kualifikasi kompetensi dan evaluasi

penilaian atas prestasi kerja;

c. Hasil rapat TPK dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan

PNS yang dapat dimutasi dalam jabatan Administrator atau

Jabatan Pengawas untuk mendapatkan penetapan Bupati;dan

d. Bupati menetapkan PNS yang akan dimutasi dengan

memperhatikan pertimbangan TPK.
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Bagian Ketiga

Penetapan, Pengambilan Sumpah Janji / Jabatan/ pelantikan

Pasal 26

pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan

Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan

peraturan perundang- undangan.

pNS yang diangkat dan dilantik dalam Jabatan Administrator dan

jabatanPengawaswajibmengangkatsumpahljanjijabatan.

Bunyi kalimat sumpah/jabatan jabatan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan'

Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak tanggal

(1)

(21

(3)

. BAB IV

Pasal 28

Segala biaya yang tim'bul:'S ai akibat

Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan. , '

ditetapkannya Peraturan

Pendapatan dan Belanja

(1)

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

PNS yang telah menduduki Jabatan Administratot f atau,

Jabatan Pengawas, dapat dipertimbangkan untuk mutasi dengan

memperhatikan kualifikasi Pendidikan yang dimiliki dan/atau

rekam jejak jabatan PNS yang bersangkutan setelah melalui

pembahasan TPK-

Pengangkatan dalam jabatan Administrator Camat penetapannya

memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

t2j



(3)

(4)
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pasal 224 ayat {11, (2), (3), dan Penjelasan pasal 224 ayat (2),

yang berbunyi sebagai berikut :

a. ayat (u : Kecam atan dipimpin oleh seorang kepala

kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui

sekretaris daerah;

b. ayat (21 : Bupati/watikota wajib mengangkat camat dari

Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis

pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. ayat (3) : Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibatalkan

keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil

pemerintah Pusat; dan

d. penjelasan pasal 224 ayat (21 yang dimaksud dengan

"menguas€i pengetahuan teknis pemerintahan"

adalah dibuktikan'...1, dengan ijazah diploma/sarjana

pemerintah atau serti,frkat profesi kepamongprajaan.

PNS yang akan mengiku ti Talent Scauting memiliki usia paling
:. '- -'. ' .

tinggi 57 (lima puluh tujuh),.tahun.

Ketentuan terkait. dengan,.perunrpunan kompetensi ditetapkan
: :'' lr"i ": 

"l 
'

lebih lanjut d"engan Keputusan Bupati'

PNS yang masuk dalam data base Talent Pool tidak dapat

dipertimban$kan untuk diprOmosikan ke dalam Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas dalam ha1 :

a. Sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang

maupun berat; dan

b. Hasil penilaian kinerja, prestasi kerja yang dicapai

kurang/buruk.

PNS yang sudah ditetapkan dalam daftar kelompok kader

potensial {Talent Pootl sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini

dinyatakan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung setelah

tanggal penetaPannya.

(5)

(6)
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B.EB VT

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3{}

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah KabuPaten Barito Selatan'

Buntok

202L

Diundangkan di

pada tanggal

Buntok

1d, }ei:*ol:*:c 2C21

BERITADAERAHKABUPATENBARITOSELATAN TAHUN 2A2t NOMOR tr1


